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BAB  I 
GAMBARAN UMUM 
 
1. GAMBARAN UMUM KPP KUDUS 
1.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak  
Kantor Pelayanan Pajak  adalah suatu badan keuangan yang berada di bawah 
naungan Direktorat Jenderal Pajak. KPP Kudus berdiri tanggal 1 Januari 1968 dengan 
nama “ Kantor Inspeksi Pajak Kudus”, dan berlokasi di Jalan Diponegoro. Sejak tanggal 
1 April 1989 diganti dengan nama “ Kantor Pelayanan Pajak”, setelah sempat beberapa 
kali mengalami perpindahan lokasi, mulai tanggal 12 September 1996 KPP Kudus 
menempati gedung baru di Jalan Nitisemito Kudus. Beberapa alasan didirikannya KPP 
Kudus : 
1. Kudus merupakan daerah yang mempunyai potensi untuk berkembang, kota ini 
memiliki beragam industri besar maupun kecil yang dapat dijadikan obyek pajak. 
2. Letak kota sangat strategis, berada diantara jalur perdagangan lintas Semarang, Pati, 
Blora dan Surabaya, yang merupakan jalur bisnis yang menguntungkan. 
3. Dengan banyaknya industri (rokok dan makanan), membuat Kudus dapat disebut kota 
yang mempunyai potensi fiskal yang baik, karena terdapat faktor pendukungnya. 
4. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, lowongan kerja terpenuhi, volume kerja 
meningkat akan mengakibatkan jumlah wajib pajak semakin meningkat. 
Berdasarkan  SK Menkeu No. 276 /KMK/ tanggal 25 Maret 1989, KPP Kudus 
terpisah wewenangnya, dan mulai 1 April 1989, Kudus mempunyai wewenang baru 
sebagai berikut . 
 x 
1. KPP Kudus membawahi Kudus dan Jepara. 
2. KPP Pati membawahi Rembang dan Blora. 
 
1.2. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Pokok 
Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 443 /KMK/ tanggal 25 Maret 1989, 
KPP selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kantor Pelayanan Pajak  adalah instansi 
vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. 
Dalam melaksanakan tugas, KPP menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan 
potensi perpajakan, dan ekstensifikasi wajib pajak. 
b. Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak. 
c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. 
d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan 
penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung 
Lainnya. 
e. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan. 
f. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak 
g. Pengurangan Sanksi Pajak. 
h. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak. 
i. Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan. 
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j. Pelaksanaan administrasi KPP. 
KPP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan 
pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak 
pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung 
Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undang yang 
berlaku. 
 
1.3. Susunan Organisasi 
KPP terdiri dari  : 
1. Subbagian Umum, terdiri atas : 
a. Koordinator Pelaksana Tata Usaha dan Kepegawaian. 
b. Koordinator Pelaksana keuangan 
c. Koordinator Pelaksana Rumah Tangga 
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, terdiri atas : 
a. Koordinator pelaksana pengolahan data dan informasi I 
b. Koordinator pelaksana pengolahan data dan informasi II 
c. Koordinator pelaksana pengolahan data dan informasi III 
3. Seksi Tata Usaha Perpajakan, terdiri atas : 
a. Koordinator pelaksana pelayanan terpadu. 
b. Koordinator pelaksana ketetapan dan arsip wajib pajak. 
c. Koordinator pelaksana Surat Pemberitahuan Pajak. 
4. Seksi Pajak Penghasilan Badan, terdiri atas : 
a. Koordinator pelaksana Pajak Penghasilan Badan I. 
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b. Koordinator pelaksana Pajak penghasilan Badan I 
5. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, terdiri atas : 
a. Koordinator pelaksana pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan I 
b. Koordinator pelaksana pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan II 
6. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya, terdiri atas: 
a. Koordinator pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Industri. 
b. Koordinator pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan. 
c. Koordinator pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung 
Lainnya. 
7. Seksi Penagihan, terdiri atas : 
a. Koordinator pelaksana Tata Usaha Piutang Pajak. 
b. Koordinator pelaksana Penagihan Aktif. 
8. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi, terdiri atas : 
a. Koordinator pelaksana Pajak Penghasilan Orang Pribadi I 
b. Koordinator pelaksana Pajak Penghasilan Orang Pribadi II 
9. Seksi Penerimaan dan Keberatan, terdiri atas : 
a. Koordinator pelaksana Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak dan 
Rekonsiliasi. 
b. Koordinator pelaksana Keberatan Pajak Penghasilan. 
c. Koordinator pelaksana Keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak 
Langsung Lainnya. 
 
1.4. Tata Kerja Organisasi 
 xiii 
Dalam melayani masyarakat, masing-masing seksi berperan sebagai : 
1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata 
usaha, dan rumah tangga. 
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan 
pengolahan data dan penyajian informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian 
potensi perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak. 
3. Seksi Tata Usaha Perpajakan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan, 
pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak, penerimaan dan 
penelitian Surat Pemberitahuan Pajak dan surat wajib pajak lainnya, kearsipan berkas 
wajib pajak, serta penerbitan surat ketetapan pajak. 
4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi, mempunyai tugas melakukan urusan 
penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, 
pengawasan pembayaran masa, pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang 
ditentukan, dan fiskal luar negeri. 
5. Seksi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan 
dan perekaman Surat Pembaritahuan Pajak Penghasilan Badan, pengawasan 
pembayaran masa, dan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan. 
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan 
urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Pemotongan Dan 
Pemungutan Pajak Penghasilan, pengawasan pembayaran masa serta melakukan 
pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan. 
7. Seksi  Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak langsung Lainnya, mempunyai tugas 
melakukan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
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Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung 
Lainnya, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi Faktur Pajak, serta pemeriksaan 
sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan. 
8. Seksi Penagihan, mempunyai tugas  melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, 
penagihan, penundaan dan angsuran, dan pembuatan usulan penghapusan piutang 
pajak. 
9. Seksi Penerimaan dan Keberatan, mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi 
penerimaan, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajak, serta penyiapan Surat 
Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar  
Kelebihan Pajak, Penyelesaian Perdata, Warisan, banding, Pembetulan Surat 
Ketetapan Pajak, serta Pengurangan Sanksi 
2. GAMBARAN UMUM SEKSI PPN 
2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi 
Seksi PPN dan PTLL ( Pajak Tidak Langsung Lainnya, contohnya bea materai ), 
mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan 
Masa, memantau dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan 
Kepatuhan  Surat Pemberitahuan Masa melakukan urusan konfirmasi Faktur Pajak, serta 
melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM dan PTLL. 
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi PPN dan PTLL mempunyai fungsi: 
a. Pemantauan dan penatausahaan dan pengecekan masa PPN, PPnBM dan PTLL. 
b. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Perintah Membayar PPN, PPnBM 
dan PTLL. 
 xv 
c. Penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan 
kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa PPN, PPnBM dan PTLL. 
d. Konfirmasi Faktur Pajak. 
e. Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa PPN,PPnBM dan PTLL . 
Seksi PPN dan PTLL terdiri dari : 
a. Subseksi Pajak Pertambahan Nilai Industri. 
b. Subseksi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan 
c. Subseksi Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. 
 
3. PERUMUSAN MASALAH 
Begitu besar peran pajak sebagai penerimaan negara, sehingga Direktorat 
Jenderal Pajak segera mengambil langkah yang diperlukan seperti menggali potensi pajak 
di berbagai sektor,ada 3 indikator yang berhubungan erat dengan penerimaan pajak yaitu 
potensi, rencana dan reaslisasi, dan yang paling besar peranannya adalah potensi, karena 
dengan mengetahui potensi pajak yang ada akan sangat mudah merencanakan pajak. 
Menurut penelitian yang dilakukan John F. Due (1970) di negara berkembang pada 
umumnya pajak tidak langsung diantaranya Pajak Petambahan Nilai mempunyai peran 
besar dalam penerimaan pemerintah. 
Dari sedikit gambaran di atas, penulis ingin merumuskan beberapa masalah yang 
nantinya akan terjawab pada analisis. 
1. Bagaimana tata cara pemugutan PPN pada KPP Kudus 
2. Bagaimana keaktifan wajib pajak dalam menyetor PPN 





1. PENGERTIAN, TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN 
1.1. Pengertian PPN 
PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah ( Value added ) atas barang dan jasa yang 
dikonsumsi dalam negeri ( destinations Prinsiple ). Tarif umum yang berlaku 10 %, subjek pajak PPN 
adalah Pengusaha Kena Pajak, adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau 
jasa kena pajak yang dikenakan berdasarkan undang-undang. Dasar pengenaan pajak adalah nilai yang 
dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang dengan mengalikan dasar pengenaaan pajak itu disebut 
dengan tarif pajak. Jenis BPP PPN adalah :  
a. Harga jual, untuk penyerahan barang kena pajak 
b. Penggantian, untuk penyerahan jasa kena pajak 
c. Nilai impor, untuk impor barang kena pajak 
d. Nilai ekspor untuk barang kena pajak 
e. Nilai lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan 
Saat terutang PPN sesuai dengan undang-undang No 18 tahun 2000 adalah saat terjadibnya 
penyerahan  BKP / JKP, impor, ekspor, pemanfaatan dari luar daerah Pabean ke dalam daerah Pabean 
atau saat lain yang ditentukan Dirjen Pajak, saat terutangnya pajak sukar diterapkan atau terjadi 
perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadalan. 
2.2. Tata cara pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN 
1.2.1 Ruang Lingkup Pemungutan 
Menurut keputusan Mentri Keuangan / KMK / 04 2002, semua pembayaran 
yang dilakukan oleh badan tertentu atas penyerahan BKP / JKP yang dilakukan 
pengusaha kena pajak atau rekanan badan tertentu dipungut PPN dan PPnBN. 
1.2.1 Saat pemungutan  
Pemungutan PPM dilakukan pada saat pembayaran oleh badan-badan tertentu 
kepada rekanan yang bersangkutan. 
1.2.3 Saat penyetoran  
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PPN dan PPnBM yang dilakukan dipungut dan disetor di bank persepsi atau 
kantor pos paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. 
1.2.4 Tata cara Pemungutan 
a. PKP rekanan badan tertentu membuat faktur pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan 
baik untuk pembayaran sebagianm maupun seluruhnya. 
b. SSP dimaksud diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas yang bersangkutan tetapi 
penanda tanganannya dilakukan oleh badan tertentu sebagai penyetor atas nama rekanan. 
c. Dalam penyetoran PKP yang tergolong mewa yang dikenakan PPN yang bersangkutan 
mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada faktur pajak./ 
d. Faktur pajak sebagaimana dimaksud dinbuat rangkap 3, 
Lembar 1 untuk badan tertentu 
Lembar 2 untuk arsip PKP rekanan 
Lembar 3 unutuk KPP melalui badan tertentu 
e. SSP dimaksud dibuat rangkap 5 setrelah PPN disetor yang masing-masing diperuntukkan untuk 
PKP rekanan, KPP, Lampiran, Bank persepsi, pertinggal pemungut PPN. 
f. Pada setiap leambar faltur pajak wajib dibubuhi cap disetor tanggal dan ditanda tangani oleh 
badan yang bersangkutan. 
g. Faktur pajak dan SSDP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPM. 
1.2.5 Tata cara Pelaporan 
Badan tertentu yang melakukan pemungutan dfan penyetoran PPN diwajibkan 
melaporkan PPN yang dipungut kekantor pelayanan pajak deangan menggunakan 
pormulir surat pemberian masa bagi pemungun PPN yang dibuat paling lambat hari ke 20 
setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan yang diperuntukan bagi KPP, badan 
tertentu. 
2. KARAKTERISTIK  ( LEGAL CHARAKTER ) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung. 
Karakteristik ini memberikan konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinaris 
pajak) dengan penanggung jawab atas pembataran pajak ke kas negara pada pihak yang berbeda. 
Dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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a) Sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan 
mengkonsumsi barang danjasa yang menjadi obyek pajak. 
b) Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada 
pada pihak yang memikul beban pajak, hal ini membawa konsekuensi filosofis bahwa dalam 
pajak tidak langsung apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak yang terutang 
kepda penjual atau pengusaha jasa yang telah membayar pajak terutang kepada penjual atau 
pengusaha jasa, sama artinya  dengan membayar pajak tersebut ke kas negara. 
b. Pajak Obyektif 
Yang dimaksud dengan pajak obyektif suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak 
ditentukan oleh faktor  atau peristiwa tatbestand ( keadaan, peristiwa hukum yang dapat dikenakan 
pajak yang disebut dengan nama objek pajak) 
c. Multi Stage Tax 
Multi Stage Tax adalah karakteristik yang membedakan PPn dari pajak lainnya yaitu hanya 
dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan yang 
menjadi objek PPN mulai dari tingkat pabrikan ( manufakturer) sampai ke tingkat pedagang besar 
dalam berbagai bentuk nama dengan tingkat pedagang pengecer yang dikenakan PPN. 
d. Mekanisme Pemungutan PPN Menggunakan Faktur Pajak 
Sebagai konsumsi dalam negeri, PPn hanya dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam 
negeri. Sebagai pajak konsumsi tujuan sebenarnya mengenajkan pajak atas pengeluaran 
perorangan atau badan, dan konsumen tidak semata-mata hanya mengkonsumsi barang tapi juga 
jasa, maka bebean pajak dipikul konsumen dihitung dikenakan PPn. 
e. PPN Bersifat netral 
 Artinya bahwa PPN dikenakan atasa barang dan jasa, selain itu PPN dipungut berdasarkan tempat 
tujuan, karena dalam prinsip ini komoditi impor akan menanggung beban pajak yang sama dengan 
produk dalam negaeri, dan barang yang akan diekspor tidak dikenakan PPN karena akan 
dikenakan pada negara tunuan, dan prinsip ini dimodifukasi untuk ekspor. 
f. PPN adalah Pajak Konsumsi Dalam Negeri 
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Sebagai konsumsi dalam negeri, PPN dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 
Pajak yang dilakukan dalamnegeri. Sebagai pajak konsumsi tujuan sebenarnya mengenakan pajak 
atas pengeluran perorangan atau badan, dan konsumen tidak semata-mata mengkonsumsi brang 
tapi juga jasa. 
g. Tidak Menimbulkan Dampak pengenaan Pajak berganda PPN hanya dipungut atas nilai tambah 
saja, sehingga jika alam satu mata rantai jalur produksi tarif pajak dan beban yang dipikul 
konsumen sama 10 %. 
 
3. PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI WAJIB PAJAK 
3.1. Pengertian 
Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak SE-06/PJ.(/2001 
Ekstensifikasi dalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan 
perluasan objek pajak dalam Administrasi Direktorat Jenderal pajak (DJP). 
Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalian peneriamaan pajak terhadap objek serta subjek 
pajak yeng telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan adri hasik pelaksanaan 
ekstensifikasi wajib pajak. 
3.2. Ruang Lingkup 
a. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap orang pribadi, wp 
asing, badan baik secara domisili atau lokasi. 
    b. Penentuan jumlah angsuran PPh ps 25 dan atau jumlah PPN yang hrus disetor 
dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan. 
      c. penentuan jumlah PPn terutang atas transaksi dalam tahun berjalan, khususnya 
untuk PKP pedagang eceran ynag mempunyai usaha sentral perdagangan. 
  3.3. Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana 
 Unit organisasi adlah Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), atau petugas yang ditunjuk oleh kapala 
KPP, atau seksi lain pada KPP yang diperbantukan pada seksi PDI. 
        3.4. Data yang digunakan 
1. Pelanggan listrik untuk perumahan dengandaya 6.600watt atau lebih. 
2. Pelanggan Telkom dengan pembayran pulsa rat-rata Rp 300.000,00/bulan 
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 3. Pemilik mobil dengan nilai Rp 200.000.000/ lebih, atau pemilikk motor dengan nilai Rp 
100.000.000/lebih 
4. Pemegang paspor Indonesia kecuali Paspor haji, dan Tenaga Kerja Indonesia. 
5. Tenaga Kerja Asing( expatriate) yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hri 
dalam 12 bulan. 
6. Karyawan lokal kedutaan besar atau organisasi internasional. 
Dalam meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar fdan mengoptimalkan penerimaan pajak perlu 
ditegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstenisfikasi dan intensifikasi wajib pajak. Seperti 
yang dilakukan KPP kudsus secara optimal, data penulis ini peroleh dari seksi PPN. 
Data ini hasil perekaman SPT yang masuk selama triwulan, tapi penulis ringkas menjadi satu tahun. 
Dengan perekanman SPT akan terlihat keaktifan wajib pajak dalam melaukan kepatuhan pembayaran 
pajak. Selama ini baru SPT dan SSP yang dijadiakn tolak ukur dalam pembyaran pajak, serta kepatuhan 
melapor. 
Kepatuhan ewajib pajak dalam melaksanakan  kewajiban perpajakannya yang telah ditetapakan terhadap penerimaan pajak. PPn 
yang terutang akan disetor oleh PKP, dan hasilnya tidak akan maksimal tanpa adana kesadaran PKP untuk menyetor, serta 
melaporkan SPT tepat waktu. 
Fungsi SPT secara umum adalah, 
1. Sebagaisarana untuk melaporkan , dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang. 
2. Laporan pembayrana dari pemotong/ pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang lain 
atau badan. 
3. Alat peneliti atas kebenaran penghitungan pajak yang terutang yang dilaporkan wajib pajak. 
Bagi PKP fungsi SPT adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
penghitungan jumlah wajib pajak terutang atas  
a Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. 
b Pembayran atau Pelunasan yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau pihak lain dalam satu 
masa pajak. 
c Bagi pemungut ataunpemotong, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan pajak yang idisetor. 
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Keaktifan wajib pajak dalam menyetor dapat dilihat melalui Surat Pemberitahuan yang 
telah disampaikan, dengan mencoba seberpa besar keefektifan wajib pajak dengan 










Laporan Pengolahan Data SPT masa PPN 
s.d Desember 2001 
 
 




b. Kurang Bayar 












































































Laporan Pengolahan Data SPT masa PPN 
s.d Desember 2002 
 
 




e. Kurang Bayar 




































































Sumber : seksi PPN KPP Kudus 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2001 ada sekitar 2043 Wajib Pajak, tapi yang belum 
menyampaikan SPT sekitar 1365 atau 66,8 % ini berarti hanya 33,2 % saja yang telah menyampaikan SPT. 
Untuk tahun 2002 ada sekitar 3075 Wajib Pajak, sementara SPT yang belum disampaikan 2593 atau 84,3 
% berarti ada 15,7 % Wajib Pajak yang telah menyampakan SPT. 
Dari 2 tahun tersebut keaktifan wajib pajak dalam menyetor PPN terjadi penurunan 17,5 
%. Hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan penyampaian SPT adalah : 
1. Bubar tapi belum mengajukan penghapusan / pemberitahuan NPWP 
2. Pindah alamat tanpa memberi tahu 
3. Pada saat yang ditentukan belum terekam oleh komputer 
4. Bangkrut 
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Dari peningkatan penyampaian SPT Masa PPN kita melihat, dengan turunnya kepatuhan 
tersebut bukan berarti bahwa penerimaan pajak PPN berkurang, justru sebaliknya kontribusi PPN terhadap 
penerimaan pajak dari tahunketahun bertambah, hal ini disebabkan karenabanyaknya wajib pajak yang 
bangkrut dan tidak melapor, sedang wajib pajak yang bertahan karena kurangnya persaingan sehingga 
pendapatannya naik atau juga hanya industri besar saja yang mampu bertahan menghadapi kondisi ekonomi 
yang kurang stabil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa industri kecil, menengah dan besar mulai berbenah 








4. RENCANA DAN REALISASI PPN TERHADAP PENERIMAAN KPP 
Tabel 1.3 
Realisasi Penerimaan Pajak 2001 
( dalam rupiah ) 






























































Jlm 323.094.329.700 1.076.074.179.000 4.978.114.308 1.339.888.788.945 





4.1. Rencana dan Target Penerimaan tahun 2001 
Rencana Realisasi Prosentase 
Rp 1.049.975.800.000 Rp 1.076.074.179.000 102,4 % 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PPN memberikan kontribusi terbesar bagi total penerimaan yaitu 
sebesar Rp 1.076.074.179.000 atau sekitar 75 % dari total penerimaan KPP yang berjumlah Rp 
1.339.888.788.945 dapat terlampaui, sehingga realisasi penerimaannya berjumlah Rp 1.076.074.179.000, 
bahkan surplus sebesar Rp 26.098.379.000 atau 102,4 % sehingga dapat disimpulkan bahwa potensi PPN 
untuk berkembang tidak diragukan lagi, karena Kudus dan Jepara dapat mengembangkan pendapatan asli 
daerahnya melalui industri yang ada. Pada tahun 2001 masyarakat Kudus dan Jepara mulai 
mengembangkan usahanya dengan menambah jalur distribusi pemasaran, pembenahan manajemen, 
peningkatan kualitas, dan mutu, maka meskipun kota kecil tapi banyak industri yang bisa dibanggakan. 
Kota ini telah disiapkan dapat memasuki pasar bebas dengan persaingan yang ketat. 
4.2. Rencana Dan Target Penerimaan tahun 2002 
 
Renacana Realisasi Prosentase 





Realisasi Penerimaan Pajak 2002 
( dalam rupiah ) 





























































Jlm 439.502.270.700 1.854.781.847.000 5.994.579.971 2.300.256.288.000 
Sumber : Seksi penerimaan dan keberatan 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PPN mengalami kenaikan. Jika dibandingkan 
dengan ralisasi tahun sebelumnya, tahun 2002 ini mengalami peningkatan / surplus sebesar 125 % dari 
rencana yang telah dianggarkan, kenaikan ini dipicu karena banyaknya wajib pajak baru yang 
mendaftarkan sebagai PKP, karena banyak industri yang telah mengekspor barangnya yang salah satu 
syaratnya adalah menjadi PKP. Penerimaan PPN juga masih memberikan kontribusi sangat besar yaitu 
sebesar Rp 1.854.781.847.000 atau sekitar 80,6 % dari total penerimaan KPP. 
 
4.3. Evaluasi Realisasi Pajak Penerimaan KPP 





































Kontribusi Pajak Terhadap Penerimaan KPP 
( dalam prosentase ) 













- 5 % 
+ 5,6 % 
- 0,6 % 
Jumlah 100 % 100 % 0 % 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2 tahun penerimaan dari seksi 
PPN & PPnBM meningkat sebesar 5,6 %. Sementara kontribusi pajak lainnya menurun 
hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya potensi fiskal untuk PPN sangat bagus di Kudus, 
sehingga pendapatan terhadap KPP dapat terus ditingkatkan. 
Melalui peningkatan keefektifan Pemungutan penulis yakin bahwa potensi berkembang dapat dijadikan 
pendapatan daerah yang dapat dibanggakan, karena melihat bahwa pendapatan utama daerah berasal dari 
sektor pajak, dapat dilihat masyarakat tersebut adalah manusia yang bijaksana karena pepatah bilang “ 




Hal ini penting yang perlu diperhatikan untuk dapat meningkatkan kesefktifan wajib pajak sebagai berikut : 
a. Pengisian SPT secara benar 
Karena dengan mengisi SPT secara benar maka, pajak yang disetor tidak lagi kurang atau lebih bayar, 
hal ini memudahkan fiskus untuk dapat merekam SPT yang masuk, sehingga penerimaan PPN dapat 
segera diketahui. 
b. Kelengkapan Lampiran yang disertakan 
Sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku bahwa, SPT harus dilengkapi daftar tunjangan / 
keluarga, daftar harta, sehingga dapat diketahui seberapa besar kemampuan wajib pajak. 
c. Sosialisasi Peraturan Perpajakan 
Dengan adanya sosialisasi maka masyarakat tidak ragu lagi untuk membayar pajak akan lebih baik lagi 
jika aparat pajak dengan ramah memberikan penjelasan, serta menyambut baik itikad wajib pajak. 
 
4.4 Masalah-masalah yang timbul dalam sistem Pemungutan PPN 
a. SPT tidak Lengkap 
Adalah SPT yang lampirannya kurang atau tidak diisi, tidak dilampirkan seperti ketentuan formal, yaitu : 
1. NPWP, ama, alamat, wajib pajak tidak dicantumkan dalam surat pemberitahuan. 
2. Surat pemberitahuan tidak ditandai tangani. 
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3. SPT yang ditanda tangani oleh kuasa wajib pajak tetapi tidak dilampiri dengan surat kuasa khusus 
dari ahli waris untk wajib pajak yang sudah meninggal, atau keterangan kematian darai istansi yang 
terkait. 
4. SPT Kurang Bayar tidak dilampiri Bukti SSP pasal 29. 
5. SPT tidak dilampiri perhitungan kompensasi kerugian. 
b. Surat Pemberitahuan Kembali, hal ini disebabkan karena : 
1. WP orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak ada pemberitahuan secara resmi dari ahli waris 
sehingga masih tercatat dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak. 
2. WP badan tidak lagi melakukan kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan. 
3. WP tidak lagi diketahui alamatnya. 
Dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan tugas ada hal-hal yang dapat menimbulkan masalah, dan 
timbulnya masalah bisa menjadi dinamika dan bahkan bisa menjadi kreatifitas dan ide baru untuk 
berkembang. Indikator penerimaan pajak dapat dilihat kepatuhan wajib pajak dan keberhasilan aparat 
dalam mensosialisasikan pajak itu sendiri. 
Dengan didasari data yang telah penulis dapatkan dan dari perbandingan 
penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak, masih banyak faktor yang harus dirubah, 
misalnya tentang petuga sjaga dalam melayani wajib pajak yang menyetor SPT masa tiap 
bulannya masih kurang, dan jika mendekati akhir dari tanggal pembayaran loket yang 
tersedia tidak mencukupi sehingga wajib pajak baru yang belum terbiasa masih bingung, 
dan tidak bisa terlayani dengan baik. Perubahan prosedur yang tiba-tiba membuat 
sebagian wajib pajak sukar menyesuaikan kembali. Ciri khas pajak adalah pungutan 
negara yang dapat dipaksakan terhadap masayarakat, hal ini menunjukkan bahwa pada 
hakekatnya pelaksanaan pajak lebih condong berada pada pihak yang aktif, sedangkan 
pemerintah lebih berfungsi sebagi regulator, administrator untuk penerimaan negara. 
Tentu saja Direktorat Jendral Pajak sebagai pengemban tanggung jawab penerimaan 
tersebut dituntut untuk bekerja lebih keras, sehingga perlu mengambil langkah-langkah 
kebijakan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak melalui 
subjek dan objek pajak, penyempurnaan sistem pemungutan pajak, intensifikasi pajak, 
intensifikasi penagihan maupun pembenahan aparatur perpajakan baik yang menyangkut 









Berdasarkan data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 
usaha-usaha yang telah dilaksanakan KPP Kudus dalam rangka meningkatkan 
pemungutan PPN sehingga dapat meningkatkan penerimaan KPP, Langkah yang diambil 
sudah bagus tapi belum maksimal, seperti penerapan sanksi bagi wajib pajak yang 
terlambat, belum sepenuhnya dilaksanakan. Kebaikan dan kelemahan yang ditemukan 
pada KPP Kudus adalah sebagai berikut : 
1. Kelebihan 
1. Realisasi penerimaan PPN tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 102,4 %. Hal ini 
dikarenakan industri yang berkembang diKudus dan Jepara mulai bangkit setelah adanya krisi 
moneter. 
2. Langkah yang dilaksanakan olek KPP dalam rangka meningkatkan pemungutan PPN sudah bagus 
sesuai dengan undang-undang tentang Tata Cara Pemungutan Dan Pelaporan PPN ( bab II hal 9 ). 
Hal ini terbukti dengan keberhasilan dalam penerimaan pajak khususnya PPN yang dari tahun ke 
tahun naik sebesar 22,6 % dan merupakan kontribusi terbesar pertama terhadap penerimaan KPP 
yang tercantum dalam BB II hal 19-21. 
2. Kelemahan 
1. Kurangnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya sehingga masih terdapat wajib pajak yang 
terlambat membayar bahkan tidak melapor         ( lihat BAB II hal 14-15 ). 
2. Kurang tegasnya aparat pajak dalam memberikan sanksi sesuai Undang-undang yang berlaku 
mengakibatkan masih ada wajib pajak yang memandang rendah / tidak mengindahkan peraturan 
yang berlaku. 
3. Aparat pajak kurang aktif dalam memberikan informasi melalui media massa maupun elektronik 
yang dapat meningkatkan kepatuhan menjaring WP. 
4. Tidak adanya pendataan kembali, sehingga masih banyak pajak yang sudah bangkurut tapi belum 
terhapus oleh komputer, atau wajib pajak baru yang tidak melapor padahal sudah memenuhi syarat 














Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, diambil suatu analisis mengenai 
sistem pemungutan PPN terhadap penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Kudus. Dari 
hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut : 
1. Sistem pemungutan PPN yang menggunakan SPT Masa yang masuk ke Seksi PPN kurang efektif, 
karena ternyata pada tahun 2001 SPT yang belum disampaikan 1365, naik pada tahun 2002 
dengan jumlah 2593 atau 15,7 %. 
2. WP yang menyetor tapi Nihil, berkurang dari tahun 2001 yang jumlahnya 1007 menjadi 815 pada 
tahun 2002, hal ini dapat disebabkan karena adanya pengisian SPT yang benar. 
3. Penerimaan pajak yang berasal dari PPN, terjadi kenaikan 5,6 % selama 2 tahun dari total 
penerimaan pajak. 
4. Target yang ditetapkan oleh Seksi PPN pada tahun 2002 telah tercapai yaitu sebesar 125 %, hal ini 
disebabkan karena industri kecil mulai bergerak maju, meskipun terasa berat untuk 
mempertahankan kembali. 
5. Upaya yang dilakukan oleh seksi PPN untuk mempertahankan penerimaannya sudah optimal, ini 
dapat dilihat bahwa selam 2 tahun PPN mendominasi peroleh terbesar diantara pajak-pajak 
lainnya, ini terwujud karena kerja sama antar karyawan di seksi tersebut. 
2. Saran 
Demi tercapainya penerimaan pajak yang optimal penulis menyarankan beberapa hal yang sifatnya 




1. Dalam pencapaian efektifitas penerimaan, harus didukung sumber daya manusia yang andal, 
terlatih dan disiplin yang tinggi sehingga semua pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, serta 
mekanisme kontrol dan pengawasan lebih ditingkatkan. 
2. Mengingat masih rendahnya kesadaran dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, perlu 
diadakan sosialisasi pengisian SPT, khususnya bagi wajib PPN, karena banyak yang belum tahu 
bagaimana mengkreditkan pajak masukan. 
3. Banyaknya wajib pajak yang tidak melapor ketika usahanya mengalami kemunduran atau 
bangkrut, membuat tingkat kepatuhan WP melalui analisis pengolahan data SPT menjadi kurang, 
karena masih banyak yang terdaftar dan tidak lagi menyetor sehingga masih terakam dalam 
komputer. 
4. Diadakannya pendataan kembali, terutama untuk wajib pajak lama, ternyata banyak SPT yang 
kembali karena sudah pindah alamat, bangkrut dan usahanya ditutup, hal ini juga tidak menutup 
kemungkinan penjaringan wajib pajak yang baru. Oleh karena itu diperlukan petugas khusus 
dilapangan untuk memantau perkembangan wajib pajak, meskipun sulit dilakukan setidaknya 
hanya wajib pajak tertentu saja yang mendapat perhatian khusus. 
5. Adanya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak, tidak hanya tergantung dari kepatuhan 
Wajib Pajak saja, yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas aparat perpajakan itu sendiri, karena 
dengan manusia yang bertaqwa pada TYME dan mempunyai sifat jujur, berwibawa, ramah, 
kualitas andal dalam perpajakan, dapat dijadikan aset dalam meningkatkan kualitas pajak dan 
















Gunadi, Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta. PT Multi Utama Indojasa 2002 
Lomban Toruan, Sophar. Masalah Umum Administrasi Pajak di Negara Berkembang. Berita Pajak 1213. 
1991 
 
Munawir. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta. Liberty. 1980 
________, Pokok-pokok Perpajakan. Yogyakarta. Liberty. 1980 
Pandiangan, Liberty. Urgensi Pemotongan dan Pemungutan Pajak dalam Sistem Perpajakan Nasional. Vol 
2 No. Jurnal Perpajakan Indonesia 2002 
 
Suandy, Erly. Perencanaan Pajak. Jakarta. Salembah Empat 2001 
Suparmoko, Asas-asas Ilmu Keuangan Negara. Yogyakarta. BPFE UGM 1979 
Sukardji, Untung. Pajak Pertambahan Nilai cet 4. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2001 
 
______________, Perubahan Undang-undang PPN 1984 dan Undang-undang No 18 tahun 2000. Cet 1. 
Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2001 
 
Waluyo dan Wirawan. Perpajakan Indonesia. Jakarta. Salemba Empat. 2001 
Waluyo, Perpajakan Indonesia. Buku dua. Jakarta. Salemba Empat. 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 xxxiii 
 
 
